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Abstract 

Public service quality is a key indicator in assessing the effectiveness of government agencies, particularly 

oversight bodies such as the Ombudsman of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze in-depth the 

service quality of the Ombudsman of the Republic of Indonesia's Riau Representative Office in resolving public 

service reports during the 2021–2024 period. Quality is measured using five indicators from the Servqual model: 

tangible evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This study also identifies inhibiting factors 

that influence service quality. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques 

through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants, consisting of Ombudsman 

employees and public reporters, found that the overall service of the Indonesian Ombudsman Representative Office 

in Riau has been quite good, particularly in terms of the manner in which officers communicate and empathize 

when handling public reports. However, several obstacles remain that impact service quality, including limited 

human resources, minimal outreach, limited operational budget, and inadequate transportation for field activities. 

These factors have the potential to reduce service effectiveness and efficiency, particularly in terms of reducing 

time and reaching communities in remote areas. Based on these findings, it is recommended that the Ombudsman 

increase the number and capacity of its human resources, expand outreach, optimize its digital system, and 

strengthen operational support facilities. Overall improvements in service quality are crucial to maintain public 

trust and ensure the protection of the public's right to fair and transparent public services. 

Key Words : Service Quality, Indonesian Ombudsman, Public Reports, Public Services, 

Maladministration. 

Abstrak 

Kualitas pelayanan publik merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas kinerja instansi 

pemerintah, terutama lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kualitas pelayanan Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Riau dalam menyelesaikan laporan masyarakat di bidang pelayanan publik pada periode 
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2021–2024. Kualitas pelayanan diukur menggunakan lima indikator dari model Servqual yaitu bukti 

nyata (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan 

empati (empathy). Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi 

kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 

pegawai Ombudsman, pelapor masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan 

Ombudsman RI Perwakilan Riau telah berjalan cukup baik, khususnya dalam hal keandalan dan 

empati petugas dalam menangani laporan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang 

memengaruhi kualitas pelayanan, antara lain keterbatasan jumlah SDM, minimnya sosialisasi, 

keterbatasan anggaran operasional, dan kurangnya fasilitas transportasi untuk kegiatan lapangan. 

Faktor-faktor ini berpotensi menurunkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, terutama dalam hal 

ketepatan waktu dan jangkauan terhadap masyarakat di daerah terpencil.Berdasarkan temuan 

tersebut, disarankan agar Ombudsman meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM, memperluas 

sosialisasi, mengoptimalkan sistem digital, serta memperkuat dukungan sarana operasional. 

Peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh penting dilakukan guna menjaga kepercayaan 

publik dan menjamin perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang adil dan 

transparan. 

Key Words : Kualitas Pelayanan, Ombudsman RI, Laporan Masyarakat, Pelayanan Publik, 

Maladministrasi  

 

Pendahuluan 

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara menjunjung tinggi 

prinsip rule of law yang berlandaskan pada keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi 

dalam setiap proses pemerintahan. Salah satu wujud dari prinsip tersebut adalah 

menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan dapat diakses oleh warga seluruh 

negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa 

setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan. 

Dalam konteks ini, keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman 

Republik Indonesia (ORI) menjadi krusial dalam mengawasi kualitas pelayanan publik yang 

diberikan oleh instansi pemerintah. Ombudsman berperan menerima, memeriksa, dan 

melaporkan laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi serta memberikan 

rekomendasi perbaikan. Di tingkat daerah, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 
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memiliki peran penting dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan publik yang 

berkeadilan dan akuntabel. 

Sejak berdiri pada tahun 2012, Ombudsman Riau telah menangani ratusan laporan 

masyarakat setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel I.1 , lembaga ini hanya didukung oleh 24 

orang sumber daya manusia , yang meliputi kepala perwakilan, kepala keasistenan, hingga 

tenaga pendukung seperti keamanan dan pengemudi: 

Tabel I.1. Jumlah Sumber Daya Manusia di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 

Tinjauan Pustaka 

No Nama Jabatan 

1 2 3 

1. 
Bambang Pratama, 

S.H.,M.H. 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Riau 

2. Dasuki,S.Sos. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi 

3. Deny Rendra,S.IP.,M.Si. Kepala Kasistenan Pemeriksaan Laporan 

4. Agung Setio 

Apriyanto.S.H.,M.H.  

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi 

Laporan 

5. M.Chairil Umam,S.IP.,M.Si. Asisten Muda(Bidang Pencegahan Maladministrasi) 

6. Metia Winanti 

Muchda,S.H. 

Asisten Pratama(Bidang PencegahanMaladministrasi) 

7. Zsa Zsa Bangun 

Pratama,S.H.,M.H. 

Asisten Muda (Bidang Riksa) 

8. Habibie,S.H. Asisten Pratama (Bidang Riksa) 

9. Ainul Mardiyah,S.H Asisten Pratama (Bidang Riksa) 

10. Tami Linasari,S.H.,M.Kn. Asisten Pratama (Bidang Riksa) 

11. Cahyono,S.H. Asisten Pratama (Bidang Riksa) 

12. Wahyuni,S.H. Asisten Pratama ( Bidang PVL) 

13. Riana Anugrah,S.IP. Asisten Pratama (Bidang PVL) 

14. Zeilani Hadi Putra,S.E. Asisten Pratama (Bidang PVL) 

15. Silvia Ningrum,S.E. Penata Keuangan(Bendahara dan Pengelola BMN) 

16. Enda Yuliana,A.Md. Administrasi Pemerintahan 
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17. Fatwa Ferdiansyah,S.H. Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan 

Masyarakat(Unit Arsip dan Wali Data) 

18. Lusiana Nuraini 

Nainggolan,S.E. 

Analisi Tata Usaha 

19. Debi Nursari,S.E.,M.Si. Pramubakti 

20. Icha Oktavia,S.AP. Pramubakti 

21. M.Ramzah,S.H. Tenaga Keamanan 

22. Wahidun,S.Hum. Tenaga Keamanan 

23. Muafi Maulana Al Amin Tenaga Keamanan 

24. M.Yusuf,S.Sos. Pegemudi 

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. 

Keterbatasan jumlah SDM ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika menghadapi 

volume laporan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel I.2 , metode 

pelaporan masyarakat masih didominasi oleh cara manual, khususnya dengan datang 

langsung ke kantor dan menggunakan telepon/WhatsApp . Dari total 490 laporan yang 

diterima antara tahun 2022 hingga September 2024, sebanyak 200 laporan disampaikan 

dengan cara datang langsung ke kantor: 

Tabel I.2. Laporan Data Berdasarkan Cara Penyampaian ke Ombudsman RI Perwakilan Riau 

(2022–2024) (hingga september 2024) 

No. 
Cara 

Penyampaian 

 Tahun  

Total 

2022 2023 2024 

1 Datang Langsung 42 106 52 200 

2 Surat 31 25 24 80 

3 Telepon/ WA 50 46 30 126 

4 PVL On The Spot 3 4 54 61 
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5 Email 5 3 1 9 

6 Media 0 0 0 0 

7 Website 0 3 2 5 

8 Investigasi Inisiatif 9 0 9 0 

Jumlah 131 196 163 490 

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. 

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa lebih nyaman dan percaya 

menyampaikan laporan secara langsung, meskipun teknologi pelaporan dare telah 

disediakan. 

Dari sisi efektivitas penyelesaian laporan, data dari Tabel I.3 menunjukkan kinerja 

yang cukup baik, di mana 480 dari 490 laporan telah selesai ditindaklanjuti dalam kurun 

waktu 2022–2024: 

Tabel I.1 Penyelesaian Laporan di Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2022-2024 (hingga september 2024) 

 

No. 

 

Tahun 
Lapran Masuk 

Tindak Lanjut 

 

Total 
Selesai 

Tidak 

Selesai/Proses 

1 2022 131 131 0 131 

2 2023 196 193 3 196 

3 2024 156 156 7 163 

Jumlah 490 480 10 490 

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. 

Namun demikian, pencapaian penyelesaian laporan belum sepenuhnya 

mencerminkan kualitas pelayanan publik yang optimal. Masih ditemukan sejumlah kendala 
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seperti lamanya waktu pelaporan akibat kelengkapan dokumen, keterbatasan SDM, serta 

kondisi sarana infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa beberapa fasilitas seperti meja, kursi, laptop, printer, dan perangkat 

WiFi di kantor Ombudsman Riau kurang terawat, yang dapat berdampak langsung pada 

efisiensi dan kenyamanan pelayanan. 

Melihat kompleksitas tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai 

kualitas pelayanan publik di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, khususnya dalam 

konteks penyelesaian laporan masyarakat periode 2021–2024. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi prinsip-prinsip 

pelayanan publik yang baik, serta untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi 

dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap maladministrasi. 

 

Tinjauan pustaka  

Pelayanan publik merupakan bagian dari administrasi publik yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Sinambela (2010), kualitas pelayanan ditentukan 

oleh kejelasan prosedur, kecepatan, kepastian waktu, dan keramahan petugas. 

Administrasi publik berperan sebagai alat negara dalam mencapai tujuan 

pembangunan, yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas 

(Dwiyanto, 2006). Sementara itu, organisasi sebagai wadah kerja sama dalam sistem 

pemerintahan membutuhkan struktur dan koordinasi yang jelas (Robbins, 2021). 

Manajemen pelayanan publik, menurut Gulati et al. (2017), melibatkan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan dengan mengedepankan kepuasan masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan konsep SERVQUAL dari Parasuraman et al. (1988), yang mengukur kualitas 

layanan melalui lima dimensi: tangibles (fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya 

tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). 

Ombudsman RI adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 37 Tahun 

2008, bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani laporan 

masyarakat terkait maladministrasi. Peran ini penting dalam mendorong transparansi, 

akuntabilitas, dan perbaikan sistem pelayanan. 
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Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui 

penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian dianalisis secara deskriptif dalam bentuk 

tabel dan persentase guna menggambarkan kondisi riil pelayanan Ombudsman RI Perwakilan 

Riau. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh terhadap kualitas pelayanan 

berdasarkan persepsi dan pengalaman responden. 

Menurut Sugiyono (2008:15), teknik pengumpulan data menjadi langkah yang sangat strategis 

dalam penelitian, karena keberhasilan penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang 

diperoleh. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Riau dalam menyelesaikan laporan masyarakat di bidang pelayanan publik pada periode 

2021–2024. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan 

indikator yang mengacu pada lima dimensi SERVQUAL: Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner 

kepada 26 responden masyarakat dan 21 pegawai Ombudsman, serta diperkuat oleh hasil 

wawancara mendalam dan observasi lapangan. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Tanggapan Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Ombudsman RI 

Perwakilan Riau 

No Item Penilaian 

Dimensi Penilaian 

Jumlah 

Berkualitas 
Cukup 

berkualitas 

Kurang 

Berkualitas 

1 Produk-Produk Fisik 

17  

(80%) 

4  

(20%) 

0 

(0%) 

21 

(100%) 

2 Kehandalan 

17 

(80%) 

4 

(20%) 

0 

(0%) 

21 

(100%) 
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3 Daya Tanggap 

11 

(52%) 

10 

(48%) 

0 

(0%) 

21 

(100%) 

 

4 Jaminan 

15 

(71%) 

6 

(29%) 

0 

(0%) 

21 

(100%) 

5 Empati 

13 

(62%) 

8 

(38%) 

0 

(0%) 

21 

(100%) 

Total  73 32 0 105 

Rata- Rata 15 6 0 21 

Presentase 70% 30% 0% 100% 

Sumber: Olahan penulis,2025 

 

Tabel 2 : Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan 

No Item Penilaian 

Dimensi penilaian 

Jumlah 
Berkualitas 

Cukup 

Berkualitas 

Kurang 

Berkualitas 

1 Produk-Produk Fisik 12 

(46%) 

14 

(54%) 

0 

(0%) 

26 

(100%) 

2 Kehandalan  12 

(46%) 

12 

(46%) 

2 

(8%) 

26 

(100%) 

3 Daya Tanggap 12 

(46%) 

9 

(35%) 

5 

(19%) 

26 

(100%) 

4 Jaminan  13 

(50%) 

12 

(46%) 

1 

(4%) 

26 

(100%) 

5 Empati  12 

(46%) 

10 

(38%) 

4 

(16%) 

26 

(100%) 
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Total  61 57 12 130 

Rata – Rata 12 11 3 26 

Presentase 47% 44% 9% 100% 

Sumber: Olahan Penulis,2025 

Berdasarkan hasil analisis per dimensi kualitas pelayanan publik menggunakan 

pendekatan SERVQUAL, ditemukan adanya perbedaan persepsi antara pegawai dan 

masyarakat. Pada dimensi Tangible (bukti fisik), pegawai memberikan penilaian yang tinggi 

sebesar 80%, menilai fasilitas fisik sebagai berkualitas. Sebaliknya, masyarakat hanya 

memberikan nilai 54%, dengan beberapa catatan penting seperti ruang tunggu yang dinilai 

belum ramah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Selain itu, 

informasi visual dianggap kurang komunikatif, dan ditemukan keluhan terhadap perangkat 

teknologi seperti printer atau komputer yang mengalami kerusakan namun tidak segera 

diperbaiki. 

Pada dimensi Keandalan (reliability), pegawai juga memberikan penilaian tinggi 

sebesar 80%, namun hanya 46% masyarakat yang menyatakan puas. Masyarakat 

mengeluhkan lambatnya proses penanganan laporan serta minimnya pembaruan informasi 

selama proses berlangsung. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan jumlah SDM, yang 

menurut pegawai menyebabkan ketimpangan beban kerja dan berimbas langsung pada 

kecepatan penyelesaian laporan. 

Dimensi Daya Tanggap (responsiveness) mendapatkan penilaian cukup dari kedua 

belah pihak, yaitu 48% dari pegawai dan 46% dari masyarakat. Keterlambatan dalam 

merespons laporan, khususnya yang dikirim melalui media digital seperti WhatsApp, 

menjadi keluhan utama. Di sisi lain, sistem informasi internal SIMPeL yang digunakan oleh 

Ombudsman dinilai belum mendukung transparansi informasi secara real-time kepada 

pelapor, sehingga memperbesar kesenjangan ekspektasi masyarakat. 

Sementara itu, pada dimensi Jaminan (assurance), pegawai memberikan penilaian 71% 

(berkualitas), sedangkan masyarakat menilai sebesar 50% (cukup berkualitas). Meskipun 

prosedur layanan dirasakan aman dan sesuai standar, masyarakat dengan latar belakang 

pendidikan rendah merasa kesulitan memahami isi dokumen karena penggunaan istilah 

hukum yang terlalu teknis dan penyampaian informasi yang dinilai terlalu formal. 
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Terakhir, pada dimensi Empati (empathy), pegawai memberikan nilai 62% dan 

masyarakat 46%, menandakan adanya upaya petugas dalam membangun hubungan yang 

personal dengan pelapor. Namun, komunikasi interpersonal masih perlu ditingkatkan, 

khususnya terhadap kelompok rentan atau pelapor dari daerah yang memiliki hambatan 

geografis maupun sosial. Minimnya pelatihan komunikasi empatik juga disebut sebagai 

faktor penghambat dalam membangun interaksi yang lebih humanis dan inklusif. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

Ombudsman RI Perwakilan Riau berada pada kategori “Cukup Berkualitas”, baik menurut 

persepsi masyarakat maupun pegawai. Pelayanan fisik dinilai cukup layak, namun masih 

terdapat kendala seperti ruang tunggu yang sempit, belum ramah bagi kelompok 

penyandang disabilitas dan lansia, serta informasi visual yang kurang komunikatif. Dari segi 

keandalan, petugas dianggap telah melaksanakan pelayanan sesuai prosedur, namun belum 

konsisten dalam memberikan pembaruan informasi kepada pelapor, sehingga menimbulkan 

kesan kurang transparan. Ketanggapan petugas dalam merespons laporan dinilai cukup baik, 

tetapi keterlambatan masih terjadi terutama pada layanan digital seperti WhatsApp dan 

media sosial. Pada aspek jaminan, meskipun masyarakat merasa aman karena adanya surat 

pemberitahuan dan penjelasan prosedur, tidak semua pelapor memahami isi dokumen 

karena penggunaan bahasa yang terlalu teknis dan komunikasi satu arah. Sementara itu, 

empati petugas dinilai cukup, dengan sikap ramah dan kesediaan mendengarkan keluhan, 

namun belum semua pelapor terutama dari kelompok rentan merasakan perhatian khusus 

atau komunikasi yang bersifat personal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal 

transparansi informasi, pelayanan digital, pendekatan komunikasi yang empatik, serta 

perbaikan fasilitas fisik yang lebih inklusif agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih 

optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Berdasarkan  upaya  dan  langkah-langkah  yang  telah  dikemukakan,  makapeneliti 

memberikan  saran  yang  sekiranya  dapat  bermanfaat  bagi Kantor Ombudsman RI 

Perwakilan Riau dalam Menangani Laporan Masyarakat DiBidang Pelayanan 

Publik,diantaranya : 
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1. Penambahan dan Pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Disarankan agar Ombudsman RI Perwakilan Riau menambah jumlah pegawai 

khususnya di bagian penerimaan, verifikasi, dan pemeriksaan laporan. Selain 

penambahan, perlu dilakukan pembagian tugas yang lebih efektif agar beban kerja 

tidak tertumpuk pada individu tertentu. Langkah ini penting untuk mempercepat 

penanganan laporan masyarakat dan menghindari penundaan proses layanan. 

2. Ruang tunggu tidak inklusif dan informasi visual sulit dipahami. 

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan layanan publik, disarankan agar 

Ombudsman RI Perwakilan Riau membangun Zona Layanan Inklusif berupa ruang 

tunggu yang luas dengan desain universal yang ramah bagi penyandang disabilitas, 

lansia, dan ibu hamil. Zona ini perlu dilengkapi dengan rambu visual yang jelas, peta 

layanan, serta audio pengumuman otomatis untuk memudahkan pemahaman 

informasi. Selain itu, disarankan pula untuk menerapkan Pojok Informasi Digital , 

yaitu layar sentuh interaktif yang menyajikan panduan pelayanan, simulasi pelaporan, 

dan daftar pertanyaan umum (FAQ) dalam bahasa yang sederhana dan visual yang 

menarik. Upaya ini akan membantu menciptakan pelayanan yang inklusif, informatif, 

dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. 

3. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Publik Secara Menyeluruh. 

Ombudsman perlu meningkatkan intensitas sosialisasi secara rutin dan menyeluruh, 

baik melalui media massa, media sosial, maupun kunjungan langsung ke daerah-

daerah terpencil. Materi edukasi harus dibuat sederhana dan mudah dipahami agar 

masyarakat mengetahui hak-haknya serta prosedur pengaduan yang tersedia. 

Pelibatan tokoh masyarakat atau mitra lokal seperti “Sahabat Ombudsman” juga bisa 

menjadi strategi efektif dalam menjangkau kelompok rentan. 

4. Penambahan Kendaraan Operasional untuk Tugas Lapangan. 

Untuk mendukung mobilitas petugas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, 

terutama di daerah yang sulit dijangkau, diperlukan penambahan unit kendaraan 

operasional. Dengan ketersediaan transportasi yang memadai, petugas dapat lebih 

cepat dan efektif melakukan verifikasi lapangan, sehingga proses penyelesaian 

laporan menjadi lebih optimal dan tidak tertunda. 
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